[rissn suarne PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Wy Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 — 21518. Fax. (0756) 21398, Emall. rsudpainan @ ymall.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR: 800/ 39 /RSUD-2022

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KELANGKAAN PROFESI DOKTER SPESIALIS NON
APARATUR SIPIL NEGARA (NON ASN) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.
MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan efektivitas
pelayanan kesehatan masyarakat pada Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir
Selatan perlu ditunjang dengan keberadaan Dokter Spesialis.

b. bahwa dalam rangka kelancaran tugas dan peningkatan
kinerja bagi Dokter Spesialis perlu diberi Tambahan
Penghasilan Kelangkaan Profesi.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein
Painan tentang Pemberian Tambahan Kelangkaan Profesi
Dokter Spesialis Non Aparatur Sipil Negara (NON ASN) pada
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan
Tahun Anggaran 2022,

Mengingat N Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt.
Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomeor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa Kkali dirubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keunngan Antara Pemerintnh Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2004 Nomor
126, Tambahon Lembarnn Negara Republik Indonesin Nomor
44138);

Pernturan Pemerintnh Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaran
Josn Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun
2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negoara Republik
Indonesin Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintnh Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2010 Nomor 95);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
secbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 5334);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun
2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Muhammad Zein Painan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisiv Selatan Nomor 7 Tahun

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
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14.  Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 142 Tahun 2021
tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dacrah
Rumah Sakit Umum Dacrah Dr. Muhammad Zecin Painan;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir selatan tahun anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :
Menectapkan :

KESATU . Pemberian Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi .Dokter Spesialis
Non Aparatur Sipil Negara (NON ASN) Pada Rumah Sakit umum Daerah
Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran

2022.

KEDUA . Besaran Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi Dokter Spesialis l\'Ton
Aparatur Sipil Negara ( NON ASN) sebagaimana diktum KESATU adalah:

-Dokter Spesialis Rp. 400.000,- per orang / hari

KETIGA . Pembayaran Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi Dokter Spesialis
Non Aparatur Sipil Negara (NON ASN) di atas dibebankan Rencana Bisnis
Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD) Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapl::ap dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 04 Januari 2022

IREKTUR,

REFA

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupali Pesisir Selatan di Painan

2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

5.

Pertinggal.
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LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

I

800/ %Y /RSUD-2022

04 JANUARI 2022

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KELANGKAAN PROFESI DOKTER SPESIALIS NON APARATUR SIPIL
NEGARA (NON ASN) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Nama - nama Tenaga Dokter Spesialis :

NO

NAMA

PANGKAT /
GOLONGAN JABATAN

URAIAN TUGAS

Dr. Firdaus
Putra, SpAn

Sukarno

Dokter Spesialis a. Memberikan pelayanan Perioperatif, yakni prosedur medis yang
Anastesi

diperlukan untuk tindakan operasi, pelayanan intraoperatif
(saat operasi berlangsung), dan pelayanan pasca operasi.
Menentukan pengobatan untuk mencegah dan menghilangkan
rasa nyeri pada pasien, baik dalam prosedur operasi maupun
pada pasien dengan kondisi tertentu.

Memberikan penanganan darurat termasuk tindakan resusitasi
pada pasien kritis dan pasien dalam perawatan intensif,
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